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Abstract

The low contribution of Regional Original Income (PAD) in Eastern Indonesia Region
indicates that regional fiscal capacity in supporting development independence is not yet
optimal. This study aims to analyze the influence of Disparity of Gross Regional Domestic
Product (GRDP), Domestic Investment (PMDN), and Profit of Regionally-Owned
Enterprises (BUMD) on PAD in Eastern Indonesia Region in 2023. The novelty of the study
lies in the integration of Islamic Economic perspective through the concept of Maqgashid
Syariah, namely hifz al-mal, al-'adl, amanah, and maslahah as a framework for interpreting
the results. The study uses a quantitative approach with secondary data obtained from the
Central Statistics Agency (BPS) and the Ministry of Finance, then analyzed using multiple
linear regression with the help of EViews 10. The results show that the Disparity of GRDP
has a positive but insignificant effect on PAD (Prob = 0.8281 > 0.05), as well as PMDN
which has a positive but insignificant effect (Prob = 0.1654 > 0.05). In contrast, BUMD
profit has a positive and significant effect on PAD (Prob = 0.0266 < 0.05). Simultaneously,
all variables have a significant effect on PAD. From an Islamic economic perspective,
controlling disparities needs to be based on the principle of al-'adl to achieve equitable
development. Domestic investment (PMDN) must be managed in a trustworthy manner to
maintain the community's economic assets (hifz al-mal), while optimizing BUMD profits is
directed towards achieving maslahah through increasing public welfare and benefits in a
sustainable manner.
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Abstrak
Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur
menunjukkan belum optimalnya kapasitas fiskal daerah dalam mendukung
kemandirian pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh
Disparitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN), dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD di
Kawasan Indonesia Timur tahun 2023. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi
perspektif Ekonomi Islam melalui konsep Magashid Syariah, yaitu hifz al-mal, al-'adl,
amanah, dan maslahah sebagai kerangka interpretasi hasil. Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan, kemudian dianalisis menggunakan
regresi linier berganda dengan bantuan EViews 10. Hasil penelitian menunjukkan
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bahwa Disparitas PDRB berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD
(Prob = 0,8281 > 0,05), demikian pula PMDN yang berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan (Prob = 0,1654 > 0,05). Sebaliknya, Laba BUMD berpengaruh positif dan
signifikan terhadap PAD (Prob = 0,0266 < 0,05). Secara simultan, seluruh variabel
berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dalam perspektif Ekonomi Islam,
pengendalian disparitas perlu berlandaskan prinsip al-'adl untuk mewujudkan
pemerataan pembangunan. PMDN harus dikelola secara amanah guna menjaga aset
ekonomi masyarakat (hifz al-mal), sedangkan optimalisasi laba BUMD diarahkan
pada pencapaian maslahah melalui peningkatan kesejahteraan dan kemanfaatan
publik secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Disparitas PDRB, PMDN, Laba BUMD

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting dalam suatu
perekonomian, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia (Syamsiyah
etal., 2022). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi salah
satu tujuan penting dalam kebijakan pembangunan nasional guna menciptakan
keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan
keberlanjutan pembangunan. (Huda et al., 2024). Sebagai negara dengan jumlah
penduduk yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, Indonesia
menghadapi tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang merata antar
daerah (Muhammad et al., 2025). Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan
tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri
dan berkelanjutan (Wang et al., 2025). Namun, perbedaan potensi ekonomi dan
sumber daya antar wilayah menyebabkan kemampuan daerah dalam
menghasilkan PAD masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar (Kelen
et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang
berasal dari potensi ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.
Peningkatan PAD dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal sekaligus
mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat
(Aisyah et al, 2025). Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dapat
mendorong pembangunan infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi
daerah. Namun rendahnya kontribusi PAD menunjukkan bahwa kemandirian
fiskal daerah masih belum optimal (Lestari et al., 2025). Menurut Mahi (2000: 6-
7), lemahnya PAD disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu basis pajak dan
retribusi yang terbatas, ketergantungan daerah pada pusat transfer dana,
rendahnya kemampuan teknis pemungutan pajak, serta lemahnya perencanaan
dan pengawasan keuangan daerah yang menyebabkan kebocoran penerimaan
(Christianingrum & Aida, 2021).

Teori Fiscal Federalism yang dikemukakan oleh Oates (1972) menjelaskan
bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya
ekonomi dan menggali sumber pendapatan daerah guna meningkatkan
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kesejahteraan masyarakat (Latifa et al., 2025). Dalam kerangka desentralisasi
fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator kemandirian fiskal
daerah. Menurut teori ini, kapasitas fiskal daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor
yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Disparitas PDRB mencerminkan
kondisi ekonomi wilayah yang memengaruhi kemampuan daerah menghasilkan
pendapatan. PMDN mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak
daerah, sedangkan laba BUMD memberikan kontribusi langsung terhadap PAD
melalui dividen atau pembagian laba. Dengan demikian, teori Fiscal Federalism
menjadi landasan bahwa kondisi ekonomi daerah, investasi domestik, dan
kinerja BUMD dapat meningkatkan kapasitas fiskal serta Pendapatan Asli
Daerah.

Kawasan Indonesia Timur (KIT) mencakup sebelas provinsi di wilayah
Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Gobel Febrianti R et al.,
2025). Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 pada 11
provinsi di Kawasan Indonesia Timur, masih terdapat fenomena disparitas yang
cukup tinggi dalam kemampuan daerah menghasilkan pendapatan asli daerah.
Ketimpangan tersebut terlihat dari perbedaan PAD antarprovinsi yang relatif
besar, di mana Sulawesi Selatan mencatat PAD tertinggi sebesar Rp4.834,73
miliar, sementara Sulawesi Barat hanya sebesar Rp438,35 miliar. Selain itu,
beberapa provinsi seperti Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat juga memiliki
PAD vyang relatif rendah dibandingkan provinsi lainnya. Kondisi ini
menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah di Kawasan Indonesia
Timur masih belum merata. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya
perbedaan tingkat aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB,
perbedaan realisasi PMDN, serta variasi kemampuan BUMD dalam
menghasilkan laba sebagai sumber pendapatan daerah. Akibatnya, potensi
ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah belum mampu dikonversi secara
optimal menjadi PAD. Kawasan Indonesia Timur merupakan wilayah strategis
dengan adanya kekayaan alam yang dimiliki suatu wilayah sangat beragam dan
melimpah, di antaranya potensi laut, hasil pertambangan, cadangan minyak
bumi dan gas, serta hutan produksi. Potensi tersebut seharusnya dapat
meningkatkan kemandirian fiskal daerah, namun pemanfaatannya masih belum
maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Kay, 2022).

Disparitas PDRB antar daerah di Kawasan Indonesia Timur menunjukkan
ketimpangan pembangunan yang mempengaruhi kemampuan daerah dalam
meningkatkan PAD. Daerah dengan PDRB tinggi cenderung memiliki
kemandirian fiskal lebih baik, sedangkan daerah dengan PDRB rendah masih
bergantung pada dana transfer pemerintah pusat karena keterbatasan kapasitas
fiskal (Ernah et al., 2025). Selain itu, tingginya PDRB meningkatkan kemampuan
belanja daerah, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang secara
tidak langsung mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Peningkatan IPM ini mencerminkan potensi perekonomian daerah yang cukup
untuk menghasilkan PAD lebih baik (Nursila T Ahmat et al., 2025). Daerah
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dengan PDRB rendah umumnya masih bergantung pada sektor primer dan
pemanfaatan sektor sumber daya alam yang belum maksimal, sehingga
kontribusi PAD mereka relatif kecil dibandingkan daerah dengan struktur
ekonomi yang lebih beragam dan maju (Muhammad Alif Rafsanjani et al., 2025).

PMDN juga menjadi faktor penting yang dapat mendorong peningkatan
pendapatan asli daerah. Kehadiran PMDN berperan dalam menciptakan iklim
investasi yang kondusif sehingga mampu mendorong peningkatan produksi di
berbagai sektor ekonomi maupun industri (Siwi et al., 2021). PMDN juga
memiliki potensi dalam memperkuat basis fiskal daerah melalui peningkatan
aktivitas ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap modal asing.
Modal dalam negeri yang ditanamkan pada berbagai sektor ekonomi dapat
mendorong peningkatan kemampuan produksi dan efisiensi usaha, sekaligus
membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Keadaan ini pada akhirnya
berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan dan kemampuan beli
masyarakat (Trisniani Sherafima & Sugianto, 2025). Dengan demikian, akan
berkontribusi pada peningkatan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah,
yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan PAD secara
berkelanjutan.

Selain penanaman modal oleh PMDN, pendapatan yang didapatkan dari
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi faktor krusial dalam
memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD dibentuk berdasarkan UU
No. 5 Tahun 1962 dan diperkuat dengan UU No. 5 Tahun 1974, yang bertujuan
untuk mendukung kemajuan daerah melalui penyediaan layanan publik,
memberikan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan pendapatan daerah.
BUMD menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor, antara lain perbankan
(Bank Pembangunan Daerah, Bank Pasar), penyediaan air bersih (PDAM), serta
sektor produktif lainnya seperti industri, perdagangan, perhotelan, pertanian,
perkebunan, dan percetakan (Sari et al., 2021). Laba yang dihasilkan BUMD
sangat berpengaruh terhadap PAD. Jika keuntungan BUMD meningkat, maka
pendapatan daerah juga akan bertambah. Sebaliknya, jika laba BUMD menurun,
maka kontribusinya terhadap PAD juga akan berkurang. Artinya, kinerja BUMD
menjadi salah satu kunci dalam memperkuat keuangan daerah (Listyowati &
Rahmayati, 2023).

Meski demikian, upaya meningkatkan PAD melalui PDRB, PMDN, dan
laba BUMD harus tetap berpegang pada prinsip keseimbangan pembangunan.
Dalam perspektif Islam, hal ini sesuai QS. Al-Qashash ayat 77, yang menekankan
pentingnya mencari keberkahan dunia tanpa mengabaikan tanggung jawab
ukhrawi, sehingga kebijakan pembangunan dapat membawa manfaat dan
keberkahan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya PAD,
pemerintah daerah akan lebih mandiri dalam mendanai pembangunan tanpa
harus bergantung pada pemerintah pusat. Kondisi ini tidak hanya memperkuat
kemandirian fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang
pada gilirannya menarik investor untuk menambah modal. Peningkatan
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investasi tersebut selanjutnya mempercepat pembangunan infrastruktur dan
memperkokoh fondasi ekonomi daerah secara menyeluruh (Noviana Sri Hastuti
& Dito Aditia Darma Nasution, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pengaruh disparitas PDRB, PMDN
dan laba BUMD pada PAD. Penelitian dari (Priyono & Handayani, 2021) dan
(Meuthia et al., 2023), menunjukkan PDRB terbukti memberikan pengaruh yang
bersifat positif serta memiliki tingkat signifikansi terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah, yang berarti peningkatan aktivitas ekonomi daerah
mampu memperluas basis pendapatan dan meningkatkan kapasitas fiskal.
Penelitian oleh (Sinaga Defprin & Rozaini Noni, 2023), menemukan bahwa
PMDN berpengaruh signifikan terhadap PAD karena investasi mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun efeknya bisa kurang optimal jika
pengelolaan dan struktur ekonomi tidak mendukung. Sementara itu, terkait
kinerja BUMD, (Dona et al., 2022) laba BUMD berperan meningkatkan PAD
meski kontribusinya masih kecil, sedangkan (Mahasarani et al., 2024).
Menemukan bahwa laba BUMD tidak memiliki dampak yang besar terhadap
PAD, namun tetap memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah di masa
depan.

Penelitian sebelumnya umumnya menganalisis pengaruh PDRB, PMDN,
atau laba BUMD secara parsial terhadap PAD, dengan lebih banyak
menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi agregat dan fokus pada wilayah
tertentu, sehingga ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah dan kondisi
Kawasan Indonesia Timur belum tergambar secara komprehensif. Selain itu,
kajian PMDN sering dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, bukan langsung
pada PAD, sedangkan temuan tentang laba BUMD masih bervariasi. Penelitian
ini menghadirkan kebaruan dengan menggabungkan disparitas PDRB, PMDN,
dan laba BUMD dalam satu model analisis, berfokus pada Kawasan Indonesia
Timur tahun 2023 karena karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda dengan
wilayah Indonesia barat, dimana meskipun sumber dayanya yang melimpah
namun kurang dalam kemandirian pendapatan dan masih mengandalkan
transfer pusat. Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada integrasi perspektif
ekonomi Islam ke dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan
Asli Daerah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung
menggunakan pendekatan ekonomi konvensional, penelitian ini memanfaatkan
kerangka Magqashid Syariah sebagai landasan normatif untuk menilai hubungan
antara kapasitas fiskal daerah, ketimpangan regional, investasi domestik, dan
kinerja BUMD. Dalam kerangka tersebut, konsep hifz al-mal, al-'adl, amanah, dan
maslahah digunakan sebagai instrumen analisis untuk memahami implikasi
ekonomi dan sosial dari pengelolaan sumbersumber pendapatan daerah.

Penelitian ini berupaya melakukan analisis komprehensif untuk mengkaji
pengaruh disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD terhadap PAD di kawasan
Indonesia timur perspektif ekonomi islam.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain
penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh disparitas Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan laba
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
Kawasan Indonesia Timur. Data yang digunakan merupakan data sekunder
cross-section tahun 2023 yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Populasi
penelitian mencakup seluruh 11 provinsi di Kawasan Indonesia Timur. Populasi
yang diteliti mengacu pada semua subjek, objek, atau peristiwa yang menjadi
pusat perhatian dari penelitian (Candra Susanto et al., 2024). Penelitian
menggunakan teknik sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan
sampel penelitian. Sampel adalah segmen dari suatu kelompok yang dipilih
untuk merepresentasikan keseluruhan populasi (Purwanza et al., 2022).
Pemilihan tahun 2023 didasarkan pada ketersediaan data terbaru yang lengkap
dan konsisten pada seluruh wilayah penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan
bantuan perangkat lunak EViews 10. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan
analisis statistik deskriptif serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas,
multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji
t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen
terhadap PAD, uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel
independen, serta koefisien determinasi (R?) untuk mengukur kemampuan
model dalam menjelaskan variasi PAD. Selain analisis kuantitatif, penelitian ini
menggunakan perspektif ekonomi Islam sebagai kerangka interpretatif dalam
membahas hasil penelitian. Interpretasi dilakukan melalui konsep magashid
syariah, al-'adl (keadilan), amanah (akuntabilitas), dan maslahah (kemaslahatan)
guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pengelolaan
pendapatan daerah dan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
pendapatan asli daerah (miliar rupiah), sedangkan variabel independen adalah
disparitas PDRB (satuan indeks), PMDN (miliar rupiah) dan laba BUMD (juta
rupiah).

Adapun spesifikasi model regresi linier berganda dengan dimensi data
cross section dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

PADi = B0 + B1DPDRBi + B2PMDNi + B3LBUMDI + &

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DPDRB : Disparitas Produk Domestik Regional Bruto
PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
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LBUMD
B0

B1, P2, B3
i

el

: Laba Badan Usaha Milik Daerah

: Konstanta

: Koefisien regresi variable bebas

: Data cross section (11 wilayah Indonesia timur)

: Error term

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD) serta tiga variabel independen yang terdiri atas Disparitas Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN),
dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk memberikan pemahaman
yang lebih jelas mengenai definisi operasional, indikator pengukuran, satuan
dan rumus masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian, disajikan
pada Tabel berikut.

Tabel.1 Variabel Definisi Operasional

Variabel

Definisi Operasional

Indika Satu

tor

an

Rumus

Pendapat Menurut

an Asli
Daerah

Undang Nomor 28

Tahun 2009,
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dapat
dipahami sebagai
seluruh  penerimaan
yang diperoleh
pemerintah daerah

dari potensi ekonomi
yang berada di dalam
wilayahnya  sendiri.
Sumber penerimaan ini
mencakup  beberapa

komponen utama,
yaitu hasil
pemungutan pajak

daerah,  penerimaan
dari retribusi daerah,
pendapatan yang
bersumber dari
pengelolaan kekayaan
milik daerah yang

dipisahkan, serta
berbagai jenis
pendapatan sah

lainnya yang diakui

si
Penda
patan
Asli
Daerah

Undang- Realisa Mili

ar
Rup
iah

Realisasi PAD = Pajak
Daerah +  Retribusi
Daerah + Hasil
Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
+ Lain-lain PAD yang
sah
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oleh ketentuan
peraturan perundang-
undangan (Taroreh et

al., 2022)

Disparita Disparitas PDRB Indeks Inde _

s PDRB  merupakan suatu  Wilia ks jw = \/ X fi(Y; = ¥)?
kondisi ketika mson n
distribusi pendapatan
di dalam masyarakat Keterangan:
berlangsung tidak IW :Indeks Williamson,
merata, sehingga ukuran  ketimpangan
terdapat  perbedaan PDRB antardaerah. Nilai
tingkat  pendapatan mendekati 0
yang cukup signifikan menunjukkan
antarindividu atau ketimpangan  rendah,
antarkelompok sosial sedangkan mendekati 1
(Fitri et al., 2021). menunjukkan

ketimpangan tinggi.

n :Jumlah wilayah atau
provinsi/kabupaten
yang dijelaskan.

Fi :Proporsi penduduk
wilayah ke- i terhadap
total penduduk (fi =
penduduk wilayah i +
total penduduk).

Yi :PDRB per kapita
wilayah ke- i (misalnya
dalam  rupiah  per
orang).

Y :Rata-rata PDRB per
kapita dari seluruh
wilayah.

Penanam Merujuk pada Realisa Mili

an Modal Undang-Undang si ar I

Dalam  Nomor 25 Tahun 2007 Investa Rup PMDN = Z I;

Negeri  tentang  Penanaman si iah i=1

Modal, Pasal 1 Ayat 2, PMDN

Keterangan:
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Penanaman Modal [i : Nilai investasi PMDN
Dalam Negeri adalah di satu daerah.
aktivitas investasi yang

dilakukan oleh n :Jumlah daerah.

investor asal dalam
negeri. Artinya, modal

yang digunakan
berasal dari sumber
domestik untuk
mendirikan dan

mengoperasikan usaha
di wilayah Indonesia

(Salsabila, 2024).
Laba Laba dari Badan Usaha Laba Juta Laba Bersih =
BUMD  Milik Daerah (BUMD) Bersih Rup Pendapatan - (Biaya
merupakan salah satu iah Operasional + Biaya
sumber keuangan yang Non Operasional +
sah  bagi  daerah, Pajak)

berupa pendapatan asli
daerah yang berasal
dari keuntungan bersih
atau aktivitas
komersial perusahaan
daerah, yang
kemudian disetorkan
untuk mendukung
anggaran daerah (Juita
~etal., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis statistik, perlu dipahami kondisi empiris
variabel penelitian di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023. Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menunjukkan perbedaan yang cukup besar antarprovinsi.
Sulawesi Selatan memiliki PAD tertinggi sebesar Rp4.834,73 miliar, sedangkan
Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, dan Papua Barat memiliki PAD di bawah
Rp800 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya perbedaan kapasitas
fiskal dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber
pendapatan daerah. Tingkat disparitas PDRB di Kawasan Indonesia Timur juga
masih beragam. Papua Barat memiliki nilai disparitas tertinggi sebesar 1,50,
diikuti Sulawesi Tengah sebesar 1,46, sedangkan Gorontalo memiliki nilai
disparitas terendah sebesar 0,17. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa
perkembangan ekonomi antarprovinsi belum berlangsung secara merata. Dari
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sisi investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih
terkonsentrasi pada beberapa provinsi tertentu. Sulawesi Selatan mencatat nilai
PMDN tertinggi sebesar Rp11.468,30 miliar, diikuti Sulawesi Tenggara sebesar
Rp7.734,60 miliar dan Sulawesi Utara sebesar Rp7.698,20 miliar. Sebaliknya,
Maluku memiliki nilai PMDN terendah sebesar Rp1.904,00 miliar. Kondisi ini
menunjukkan bahwa daya tarik investasi antarprovinsi masih berbeda-beda.
Sementara itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menunjukkan
variasi yang cukup besar. Sulawesi Selatan memperoleh laba tertinggi sebesar
Rp672.001 juta, diikuti Papua sebesar Rp402.432 juta. Sebaliknya, Gorontalo dan
Maluku Utara mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp7.145 juta dan
Rp8.814 juta. Perbedaan kinerja tersebut menunjukkan bahwa kontribusi BUMD
terhadap Pendapatan Asli Daerah masih belum merata antarprovinsi di
Kawasan Indonesia Timur.
Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa variabel disparitas PDRB
(X1) memiliki rata-rata (mean) sebesar 0.697273 dengan nilai tengah (median)
0.530000. Nilai tertinggi yang tercatat adalah 1.500000 dan nilai terendah
0.170000., sedangkan standar deviasinya sebesar 0.454381. Pada variabel PMDN
(X2), diperoleh nilai mean sebesar 4975.882 dan median 3960.100. Nilai tertinggi
mencapai 11468.30 dan nilai terendah 1904.500, dengan standar deviasi sebesar
3099.625. Selanjutnya variabel laba BUMD (X3) memiliki rata-rata sebesar
201415.2 dan median 155653.4. Nilai maksimum sebesar 672001.2 serta nilai
minimum -8813.980, sementara standar deviasinya sebesar 225904.3. Sedangkan
variabel PAD (Y) memiliki mean sebesar 1357.656 dengan median 1332.050. Nilai
tertinggi tercatat 4834.730 dan nilai terendah 438.3500, serta standar deviasi
sebesar 1238.538.

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas, yang juga dikenal sebagai hubungan ganda, yaitu
kondisi di mana terdapat keterkaitan linier antara variabel independen (X) dalam
model regresi berganda. Keadaan ini bisa dikenali dengan memeriksa nilai
Faktor Inflasi Varians (VIF). Menurut kriteria pengujian, jika angka VIF berada
lebih kecil dari 10, maka dapat diartikan bahwa model regresi tidak
menunjukkan adanya masalah multikolinearitas antara variabel yang tidak
tergantung. Sementara itu, apabila nilai VIF sama dengan atau melebihi 10, maka
ada indikasi bahwa multikolinearitas terjadi (Paul K P et al., 2022). Dari hasil
analisis multikolinearitas, terlihat nilai centered Variance Inflation Factor (VIF)
dihitung pada setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian yaitu
disparitas PDRB sebesar 1.047506, PMDN sebesar 1.760345, dan laba BUMD
sebesar 1.752559 bernilai < 10. Ini menunjukkan semua variabel bebas dalam
model tidak memperlihatkan tanda-tanda adanya multikolinearitas.

ADZKIYA | 2026



Kapasitas Fiskal, Ketimpangan Regional, dan Kinerja BUMD: Analisis Ekonomi Islam......... | 11

Uji Normalitas

Normalitas dilakukan guna menilai apakah sisa kesalahan (residual) yang
dihasilkan oleh model regresi linier berganda mengikuti pola penyebaran
normal. Residu yang terdistribusi secara normal adalah syarat untuk model
regresi yang akurat. Sebuah residu dianggap berdistribusi normal jika titik data
mengikuti pola garis diagonal atau nilai signifikansi > 0.05 (Feriansyah & Lufi
Zulfikar, 2025). Berdasarkan hasil uji normalitas menerapkan pendekatan
Jarque-Bera, didapatkan nilai probabilitas 0.9307 > 0.05. Dengan demikian, dapat
dinyatakan jika residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal.
Keadaan ini menunjukkan model telah memenubhi salah satu prinsip dasar, yaitu
asumsi normalitas, sehingga model regresi tersebut siap digunakan untuk
analisis berikutnya.
Uji Heteroskedatisitas

Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana varians error term tidak
konstan pada seluruh pengamatan dalam model regresi linier berganda. Untuk
menguji heteroskedastisitas, digunakan metode umum seperti Breusch-Pagan
Test dan White Test guna mengidentifikasi variasi tidak konstan pada residual
yang dapat mengganggu efisiensi estimasi parameter. Kriteria keputusan
didasarkan pada pvalue: jika p-value < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas,
sebaliknya jika > 0,05 berarti homoskedastisitas (Gadafi, 2024). Berdasarkan hasil
pengujian heteroskedastisitas, diperoleh nilai F-statistik sebesar 0,0677 > 0,05,
serta nilai Prob. Chi-Square sebesar 0,0790 > 0,05. Berdasarkan hasil pengujian
tersebut, model yang digunakan menunjukkan bahwa varians residual bersifat
konstan sehingga gejala ketidaksamaan varians tidak ditemukan pada data
penelitian.

Uji Statistik
Uji Parsial (Uji t)

Pengujian statistik diterapkan guna memahami adakah dampak dari setiap
variabel bebas terhadap variabel terikat jika dianalisis secara parsial. Berikut
hasilnya menunjukkan bahwa:

1. Hasil pengujin t pada variabel Disparitas PDRB (X1) menunjukkan angka
statistik t yang diperoleh sebesar 0.225412 yang memiliki nilai lebih
rendah daripada t tabel 2.365, hasil signifikansi 0.8281 lebih tinggi dari
0.05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa HO ditolak sehingga Disparitas
PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ini menunjukkan
secara terpisah, variabel Disparitas PDRB memiliki dampak positif, tetapi
tidak signifikan terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023.

2. Analisis t variabel PMDN (X2) menyatakan nilai t yang telah dihitung
sebesar 1.548778 < t tabel 2.365, tingkat signifikansi yang diperoleh
sebesar 0.1654 > 0.05. Akibatnya, HO dinyatakan dapat diterima sementara
H1 tidak dapat diterima. Menyatakan secara terpisah, PMDN mempunyai
dampak positif, tetapi tidak signifikan terhadap PAD di Kawasan
Indonesia Timur pada tahun 2023.

Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 14| Nomor 2



12 | Fanza Alfaturohman, Anas Malik, Sania Nuraziza

3. Penilaian t pada variabel Laba BUMD (X3) memperlihatkan nilai t yang
dihitung sebesar 2.798837 > t tabel 2.365, tingkat signifikansi yang
dihasilkan dari pengujian 0.0266 < 0.05. Berdasarkan hasil pengujian
tersebut, hipotesis nol (HO) tidak dapat dipertahankan, sedangkan
hipotesis alternatif (H1) dinyatakan dapat diterima. Ini menunjukkan jika
variabel laba BUMD berdasarkan individu mempunyai dampak positif
dan signifikan terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur pada tahun
2023.

Uji Simultan (Uji f)

Pengujian f digunakan dalam analisis penelitian untuk mengetahui adakah
pengaruh yang diberikan oleh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat
ketika diuji secara bersamaan dalam model. Perhitungan f menghasilkan nilai f
hitung 9.233831 > f{ tabel 4.35, dengan probabilitas 0.007879 < 0.05. Ini
menunjukkan bahwa disparitas PDRB, PMDN, dan laba BUMD memiliki
pengaruh signifikan terhadap PAD secara simultan.

Uji Koefisien Determinan (R2)

Pengujian koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui
seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi yang
terjadi pada variabel dependen sebagai akibat dari pengaruh variabel
independen yang dianalisis secara simultan. Berdasarkan hasil pengujian regresi
berganda, nilai R-squared yang diperoleh sebesaar 0.798280. Ini berarti bahwa
79,82% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan secara bersama-
sama oleh variabel Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD, sedangkan
20,18% faktor-faktor lainnya yang tidak terlibat dalam penelitian ini turut
memengaruhi sisanya.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk
menganalisis hubungan serta pengaruh beberapa variabel bebas terhadap
variabel ketergantungan. Variabel bebas, yang berdampak pada variabel terikat,
dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk fungsi seperti berikut:

Yi= B0+ BLX1i + B2X2i + P3X3i + ei

PAD = -104.909592458 + 106.750818839*DPDRB + 0.139384411294*PMDN +
0.00344845480266*LBUMD + &i
Penjelasannya sebagai berikut:
1. Nilai konstan -104.909592458 menunjukkan jika tidak ada variabel
Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD, maka variabel Pendapatan
Asli Daerah akan bernilai -104. 09592458.
2. Nilai koefisien beta untuk variabel Disparitas PDRB tercatat sebagai
106.750818839. Jika variabel lainnya dianggap tetap dan Disparitas PDRB
(X1) naik 1%, maka diperkirakan PAD (Y) bertambah sebesar
106.750818839. Sebaliknya, apabila Disparitas PDRB (X1) menurun 1%,
PAD (Y) akan turun dengan jumlah yang sama.
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3. Koefisien beta untuk variabel PMDN tercatat pada angka 0.139384411294.
Jika variabel lain tidak berubah dan PMDN (X2) naik 1%, PAD (Y) akan
bertambah sebesar 0.139384411294. Di sisi lain, jika variabel lain tetap dan
PMDN (X2) turun 1%, maka PAD (Y) juga akan berkurang dengan jumlah
yang sama.

4. Koefisien beta wuntuk variabel Laba BUMD tercatat sebesar
0.00344845480266. Jika kita menganggap variabel lain tetap dan Laba
BUMD (X3) meningkat sebesar 1%, maka kita bisa memperkirakan PAD
(Y) akan meningkat sebesar 0.00344845480266. Di sisi lain, jika variabel
lain tetap dan Laba BUMD (X3) mengalami penurunan sebesar 1%, maka
PAD (Y) juga akan turun dengan jumlah yang sama.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur lebih dipengaruhi oleh kemampuan
pemerintah daerah dalam mengelola aset dan sumber daya ekonomi melalui
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibandingkan oleh disparitas PDRB
maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Meskipun Disparitas PDRB
dan PMDN memiliki arah hubungan positif terhadap PAD, keduanya belum
menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, laba BUMD terbukti
menjadi faktor yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antara variabel
penelitian dan hasil pengujian hipotesis, berikut disajikan sintesis hasil analisis
regresi yang menggambarkan arah dan signifikansi pengaruh Disparitas Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)),
dan Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kawasan Indonesia Timur tahun 2023.

DISPARITAS PDRI | PMDN LARA UMD
o, X3 Xy

[ 108 7308 Aosefivien - cctien
I U Nodalilicas | OEAS4 L 0,0%) Probalilices | 0268 (< 0,05

Bl Vil Masdd Ui Flasldl Ul &
Posnd Ponn il Posdalf

[ FENDAFATAN ASLEI DARRASL (FALY)

- (%) -

Varishel Deperben

v
PENGARUNE SECATA SIMULYAN
g Ey

----------- sratistik ¥ W 2AIAN
et Povegerss Patsial (U ¢ Probabiliess DOTETS (« 0.0

Hlasdl Uji F:
Signifikan

Sumber: Hasil persiapan peneliti menggunakan E Views 10, 2026.

Berdasarkan gambar tersebut, Disparitas PDRB dan PMDN menunjukkan
hubungan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun keduanya
tidak berpengaruh signifikan karena memiliki nilai probabilitas masing-masing
sebesar 0,8281 dan 0,1654 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05.
Sebaliknya, Laba BUMD menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap
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PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,0266 yang lebih kecil dari 0,05. Secara
simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD yang
ditunjukkan oleh nilai probabilitas uji F sebesar 0,007879. Temuan ini
menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BUMD menjadi faktor yang paling
berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kawasan
Indonesia Timur dibandingkan dengan Disparitas PDRB dan PMDN secara
parsial.

Pengaruh Disparitas PDRB Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, variabel Disparitas PDRB (X1)
menunjukkan nilai koefisien sebesar 106.7508 dengan tingkat probabilitas 0.8281
> (0.05. Hasil statistik ini mengindikasikan bahwa Disparitas PDRB memiliki
hubungan positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur. Oleh karena itu, HO diterima
dan H1 ditolak. Temuan yang tidak signifikan ini sejalan dengan penelitian
Munawaroh et al. (2025) yang menunjukkan bahwa variasi fluktuasi PDRB tidak
selalu menjadi stimulus utama dalam mendongkrak PAD secara linier di setiap
wilayah.

Secara teoritis, Todaro dan Smith (2006) dalam konsep disparitas regional
menyatakan bahwa wilayah berpendapatan tinggi memiliki kecenderungan
menabung dan akumulasi modal yang lebih besar, sehingga mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibanding wilayah tertinggal (Devi
Astuti & Alexandra Hukom, 2023). Dalam konteks Indonesia Timur, kondisi
tersebut tecermin dari indeks ketimpangan antar-11 provinsi yang menunjukkan
angka merata (di bawah angka 1), yang mengindikasikan bahwa distribusi
pendapatan antarwilayah sebenarnya relatif seimbang. Hubungan yang berarah
positif menandakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi atau aglomerasi di
beberapa titik wilayah bermodal kuat berpotensi meningkatkan basis pajak dan
kapasitas fiskal lokal, yang pada gilirannya dapat menaikkan PAD di wilayah
bersangkutan.

Meskipun berarah positif, dampak tersebut tidak mencapai tingkat
signifikansi yang nyata bagi kawasan secara agregat. Berdasarkan tinjauan
ekonomi pembangunan dan perspektif ekonomi Islam, disparitas atau
ketimpangan yang melebar pada dasarnya mencerminkan adanya hambatan
dalam ketidakmerataan fiskal serta indikasi ketidakadilan ekonomi. Ketika
pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, wilayah-
wilayah penyangga di sekitarnya akan mengalami ketertinggalan, sehingga
secara akumulatif potensi PAD di Kawasan Indonesia Timur secara keseluruhan
tidak mampu terangkat secara signifikan. Ketimpangan ini menghambat
redistribusi kekayaan yang adil dan merata, yang merupakan prinsip utama
dalam keadilan distribusi ekonomi Islam.

Faktor utama yang menyebabkan ketidaksignifikanan ini adalah struktur
ekonomi Kawasan Indonesia Timur yang masih didominasi oleh sektor primer,
seperti pertanian dan pertambangan. Kontribusi langsung dari kedua sektor
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ekstraktif ini terhadap PAD relatif kecil, karena sebagian besar porsi penerimaan
dan bagi hasil dari aktivitas tersebut dikelola langsung oleh pemerintah pusat
sebagai pendapatan negara (Imansyah & Sambodo, 2024). Di samping itu,
tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pengiriman dana
transfer dari pemerintah pusat mengakibatkan fluktuasi PDRB maupun tingkat
disparitas antarwilayah tidak memberikan pengaruh atau sensitivitas yang kuat
terhadap kapasitas Pendapatan Asli Daerah (Fathiyah et al., 2022).
Pengaruh PMDN Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, variabel Investasi PMDN (X2)
menunjukkan koefisien sebesar 0.139384 dengan tingkat probabilitas 0.1654 >
0.05. Kondisi ini menunjukkan bahwa Investasi PMDN memiliki dampak positif,
tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Indonesia
Timur. Akibatnya, Hipotesis nol diterima dan hipotesis satu ditolak. Hasilnya
sama seperti penelitian (Pauli Sisrawati et al., 2024) berjudul “Analisis Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Penanaman Modal Dalam Negeri
Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pulau Sulawesi Pada Tahun 2017-2021".

Dalam teori investasi dan pertumbuhan ekonomi neoklasik Solow Swan
(1956), investasi berperan penting dalam meningkatkan output melalui
akumulasi modal fisik yang didukung oleh pertumbuhan penduduk dan
kemajuan teknologi (Putri, 2024). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
mampu mendorong perekonomian daerah dengan memperkuat kapasitas
produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan sektor-sektor
potensial seperti industri pengolahan, pertanian, dan jasa. Peningkatan kegiatan
ekonomi tersebut diharapkan pada akhirnya dapat mendorong pendapatan asli
daerah serta masyarakat (Ahmad et al., 2025). Jadi, PMDN berpengaruh terhadap
PAD di Kawasan Indonesia Timur namun tidak signifikan. Hal ini disebabkan
karena akumulasi modal di Kawasan Indonesia Timur belum dikelola secara
optimal, di mana investasi yang masuk belum diiringi oleh efisiensi pengelolaan,
kemajuan teknologi, serta struktur ekonomi yang memadai. Selain itu, dominasi
sektor primer yang memiliki nilai tambah rendah dan masih minimnya belanja
pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi menyebabkan kontribusi
masyarakat terhadap pendapatan asli daerah menjadi terbatas dan belum
terlihat secara nyata (Basri et al., 2025)-
Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kawasan
Indonesia Timur

Berdasarkan analisis regresi linier berganda, variabel laba BUMD (X3)
menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.003448 dengan tingkat probabilitas 0.0266
< 0.05, yang menunjukkan jika laba BUMD memiliki pengaruh positif dan
signifikan pada pendapatan asli daerah di Kawasan Indonesia timur.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (HO)
dinyatakan diterima, sedangkan hipotesis alternatif (H1) tidak diterima. Temuan
ini sejalan dengan penelitian dari (Yahya & Wildan Syafitri, 2024) dengan judul
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“ Analisis Pengaruh Penyertaan Modal dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah”.

Dalam teori ekonomi publik Musgrave (2009), Salah satu tugas pokok
pemerintah adalah melaksanakan fungsi alokasi, yaitu menawarkan barang dan
layanan publik yang tidak dapat disediakan dengan baik menggunakan sistem
pasar (Bakara et al., 2024). Dalam hal ini, BUMD menjadi alat pemerintah daerah
untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menyediakan layanan bagi
masyarakat. Keuntungan yang didapatkan BUMD bisa meningkatkan
pendapatan asli daerah untuk memungkinkan pemerintah daerah mendapatkan
lebih banyak dana. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi
dengan lebih efisien, dan pelayanan publik dapat dibiayai dengan lebih baik.
Pengaruh Disparitas PDRB, PMDN, dan Laba BUMD Secara Simultan
Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Hasil dari uji f atau uji simultan menunjukkan statistik sebesar 9.233831
dengan probabilitas 0.007879, < 0.05. Dengan demikian hipotesis nol (HO) tidak
dapat dipertahankan sedangkan hipotesis alternatif (H1) dinyatakan berlaku.
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yang diuji
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli
daerah di kawasan Indonesia Timur. Koefisien determinasi (R2) yang bernilai
0.798280 mengungkapkan bahwa 79,82% perubahan pendapatan asli daerah
mampu dijelaskan oleh tiga variabel yang dianalisis dalam penelitian tersebut,
sedangkan 20,18% sisa dari itu dipengaruhi oleh faktor lain tidak termasuk
dalam model penelitian yang digunakan.

Perspektif Ekonomi Islam Tentang Pengaruh Disparitas PDRB, PMDN, dan
Laba BUMD Terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur

Dalam ekonomi syariah, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur
dari tingginya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PRDB), tetapi
juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Tujuannya adalah untuk
mewujudkan maslahah atau kebaikan yang membawa falah, yakni kebahagiaan
dan kesejahteraan penting baik di dunia ini maupun di kehidupan setelah mati.
Karena hal itu, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai
suatu tanggung jawab yang perlu dimanfaatkan untuk menjaga dan
mengembangkan kekayaan masyarakat (hifz al mal), serta mendukung
kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan (hifz al nafs) dan pendidikan (hifz al
'aql), sesuai dengan prinsip Magashid Syariah (Mahri et al., 2021).

Dalam islam memerintahkan prinsip keadilan (al-adl) dan melarang keras
segala bentuk korupsi, perintah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman
Allah pada QS. Surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

8 AL 0 g5 23 s T &0 01T iy el 1Ky 10t T s
- z - ~ I & )
@ SR

Artinya “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan
(janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar
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kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui”.

Ayat tersebut menegaskan larangan memperoleh atau menguasai barang
milik orang lain melalui cara yang tidak dapat diterima. Istilah “memakan”
dalam ayat ini tidak dimaknai secara harfiah, melainkan menggambarkan
perbuatan mengambil, menguasai, atau merampas harta orang lain tanpa hak
dan tanpa izin yang sah. Pesan utama ayat ini adalah pentingnya menjaga dan
menghormati kepemilikan orang lain sebagaimana kita menjaga harta milik
sendiri. Setiap bentuk kesewenang-wenangan terhadap harta orang lain
dipandang sebagai perbuatan yang merugikan tidak hanya individu yang
dirugikan, tetapi juga tatanan sosial secara keseluruhan, karena korban
ketidakadilan tersebut merupakan bagian dari masyarakat (Umayyatun, 2023).

Dengan menerapkan nilai al-'adl, amanah, dan maslahah dalam tata kelola
ekonomi daerah, pengaruh dari variabel disparitas PDRB, PMDN, dan laba
BUMD terhadap PAD di Kawasan Indonesia Timur dapat dianalisis secara lebih
mendalam guna memperkuat pemerataan dan keadilan ekonomi.

Pertama, dalam konteks Disparitas PDRB, hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa peningkatan aktivitas ekonomi antarwilayah belum sepenuhnya mampu
meningkatkan kemandirian fiskal daerah secara merata. Meskipun terdapat
kecenderungan hubungan positif antara disparitas PDRB dan PAD, pengaruh
tersebut tidak signifikan, sehingga ketimpangan ekonomi belum dapat dianggap
sebagai faktor utama yang menentukan kemampuan daerah dalam
menghasilkan PAD. Prinsip al-"adl menekankan bahwa pembangunan ekonomi
tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi makro,
melainkan harus berfokus pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh
lapisan masyarakat. Pengendalian ketimpangan PDRB berfungsi mencegah
konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu agar tidak melahirkan
ketidakadilan fiskal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong
pembangunan yang lebih inklusif agar dinamika ekonomi yang tumbuh di suatu
wilayah dapat memberikan multiplier effect yang lebih luas terhadap
peningkatan kesejahteraan dan kapasitas fiskal daerah secara keseluruhan
(Abidin et al., 2025).

Kedua, dalam konteks PMDN, ekonomi Islam memandang investasi
sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi dan kemaslahatan masyarakat apabila dikelola secara produktif.
Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN) belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD di
Kawasan Indonesia Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa arus investasi
yang masuk ke daerah belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi
peningkatan penerimaan fiskal daerah secara optimal. Agar investasi tidak
sekadar menjadi alat akumulasi kekayaan sekelompok kapitalis yang dilarang
dalam Islam, maka investasi tidak hanya perlu ditingkatkan dari sisi kuantitas
atau jumlahnya saja. Tetapi, pengelolaan investasi harus berlandaskan konsep
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amanah, yaitu tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan modal secara
jujur, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, sehingga
manfaat investasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan
masyarakat. (Nur Shadrina & Nadhilah, 2020).

Ketiga, dalam konteks Laba BUMD, ekonomi Islam menegaskan bahwa
pengelolaan aset publik harus dilaksanakan berdasarkan prinsip maslahah,
efisiensi, dan kemaslahatan umat. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD menunjukkan bahwa tata
kelola BUMD yang baik telah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap
peningkatan penerimaan daerah. Temuan ini sejalan dengan konsep maslahah
dalam ekonomi Islam, yaitu setiap aktivitas ekonomi dan pengelolaan kekayaan
masyarakat harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudaratan. Optimalisasi
laba BUMD menunjukkan bahwa aset daerah telah dimanfaatkan secara
produktif sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi
daerah. Dengan meningkatnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD,
pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dan mandiri untuk
membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta mendukung
program kesejahteraan kolektif (al-falah al-ijtima'i), yang pada akhirnya
mewujudkan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara luas (Arifiansyah et
al., 2022).

Melalui integrasi ketiga komponen tersebut, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Kawasan Indonesia Timur tidak semata-mata berfungsi sebagai
instrumen pembiayaan pembangunan rutinitas fiskal, melainkan juga berperan
penting sebagai sarana koreksi ketimpangan, distribusi kekayaan yang
berkeadilan, serta media untuk mewujudkan kesejahteraan kolektif yang
berkeadilan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan, disparitas PDRB,
PMDN, dan laba BUMD memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD) di Kawasan Indonesia Timur pada tahun 2023, dengan
kontribusi model sebesar 79,82%. Secara parsial, laba BUMD  terbukti
berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, menegaskan fungsinya
sebagai instrumen strategis yang efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal
daerah. Sebaliknya, variabel disparitas PDRB dan PMDN menunjukkan
pengaruh positif namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa
ketimpangan wilayah dan realisasi investasi domestik belum mampu
mengoptimalkan penerimaan daerah akibat belum efisiennya pengelolaan dan
kurangnya perluasan basis pajak. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, hasil
ini menekankan urgensi penguatan pilar kemaslahatan publik melalui integrasi
prinsip keadilan (al-'adl) dalam menekan disparitas, akuntabilitas (amanah)
dalam pengelolaan investasi guna melindungi aset publik (hifz al-mal), serta
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reorientasi laba BUMD yang tidak sekadar mengejar profitabilitas komersial
melainkan berfokus pada distribusi kesejahteraan (maslahah) yang merata bagi
masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah daerah di Kawasan Indonesia
Timur disarankan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan BUMD melalui tata
kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel (amanah) agar profit yang
dihasilkan dapat dikonversi menjadi instrumen kesejahteraan publik (maslahah)
yang inklusif. Di samping itu, guna mengatasi inefisiensi investasi domestik dan
disparitas PDRB, kebijakan harus diarahkan pada perluasan realisasi PMDN ke
sektor-sektor riil padat karya guna memperluas basis objek pajak baru (hifz al-
mal), serta melakukan diversifikasi ekonomi dari sektor primer ke sektor
sekunder yang bernilai tambah tinggi berlandaskan pilar keadilan (al-'adl).
Langkah-langkah tersebut perlu didukung oleh digitalisasi sistem pemungutan
pajak daerah untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pusat,
sementara bagi peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memasukkan
variabel makroekonomi eksternal lainnya seperti Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna memperluas daya
eksplanasi model analisis.
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